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MOTTO 

 

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa 

kehilangan semangat”  

 

Abraham Lincoln 
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ABSTRAK 

 

Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di 

lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan 

kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam suatu kasus yang di 

hadapi di suatu peradilan militer dapat saja komandan membuat surat 

rekomendasi untuk meminta keringanan hukuman bagi anggotanya yang masih di 

pertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya, hal 

ini membuat seorang Hakim Militer menjadi sulit untuk menjaga independensinya 

ketika menangani suatu perkara pidana yang ada hubungannya dengan kekuasaan 

eksekutif. Oleh sebab itu Substansi hukum yang menjadi landasan sistem 

peradilan militer dan hukum acara pidana militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak relevan lagi dengan 

perkembangan konstitusi terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan tesis ini rumusan 

pertama membahas mengenai konsep independensi dalam sistem peradilan militer 

dan rumusan yang kedua membahas mengenai ratio decidendi hakim dalam 

memutus suatu perkara di pengadilan militer. Penulisan ini mengedepankan 

penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dalam penulisannya 

dengan mengumpulkan sumber bahan hukum seperti putusan pengadilan serta 

jurnal hukum. Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif 

yaitu dengan mengedepankan mengenai asas-asas hukum dan penelitian terhadap 

sistematika hukum. Kesimpulan atau hasil akhir yang ingin dicapai atas isu 

hukum yang ada, yaitu dalam Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial 

pengadilan militer dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten 

sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga di 

harapkan pemerintah dan DPR Republik Indonesia untuk secepatnya membuat 

serta mengesahkan undang-undang baru yang menggantikan keberadaan Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sudah tidak relevan 

lagi dengan kondisi yang ada pada saat ini. 

 

Kata Kunci : TNI, Hakim Militer, Independensi, Peradilan Militer 
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ABSTRACT 

 

Military justice is one of the judiciary bodies under the Supreme Court of the 

republic of Indonesia that serves as the executor of the judiciary power in the tni 

neighborhood to enforce law and justice in order to promote the interests of the 

state defense. In a case faced by a military justice the commander may make a 

recommendation letter asking for leniency for his members who the judge still 

considers cutting the case under his administration, making it difficult for a 

military judge to maintain independence when dealing with a criminal case that 

relates to executive power. Therefore, legal substances based on the military 

judicial system and the military criminal proceedings law number 31 in 1997 of 

military justice were no longer relevant to the constitutionalization of the 

constitution especially after the fundamental amendment of the united republic of 

Indonesia in 1945. The writing of this thesis was based on the independent 

concept of the military justice system and the second formulation on how ratifying 

the judges were deciding matters for the military court. This paper brought to the 

fore studies of legislation and case approaches, in which it collected legal sources 

such as court ruling and a law journal. In writing this thesis used the normative 

type of research in which to advance on legal principles and the study of legal 

systems. It is expected that the government and parliament of the republic of 

Indonesia will immediately begin creating and enforcing a new law that replaces 

law number 31 of 1997 on military justice, which is no longer relevant to current 

conditions. 

 

Key Words : Indonesia Army, Military Judges, Independence, Military Justice. 
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